
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR  35 TAHUN 2007 

 

T E N TANG 

 

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PEKALONGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten 

Pekalongan perlu adanya pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2964); 

 

BUPATI PEKALONGAN 



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota 

Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3381); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan 

Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3151); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan; 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pekalongan 

(Lembaran Daerah  Kabupaten  Pekalongan  Tahun 2004  

Nomor 8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 3); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 

tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri. 

 

 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN 

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud  dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiama dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

5. Arsip adalah : 

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-

Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintah dalam bentuk 

dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun 

berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan. 



b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-Badan 

Swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik 

dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

6. Kearsipan adalah kegiatan penyelenggaraan pengelolaan arsip 

dari masa penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian. 

7. Pedoman adalah ketentuan yang menjadi dasar dalam 

menentukan atau melaksanakan kegiatan. 

8. Klasifikasi adalah pembagian/pengelompokan arsip 

(record/surat) berdasarkan kesamaan jenis, permasalahan ataupun 

kegiatan. 

9. Pola Klasifikasi Kearsipan adalah susunan yang sistematis dari 

pengelompokan arsip yang dibuat berdasarkan atas 

kebutuhan/kepentingan organisasi. 

10. Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

merupakan kasifikasi yang disusun berdasarkan masalah yang 

mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan dari semua 

SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 

11. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang terkandung 

dalam arsip dan sebagai penentu letak arsip disimpan. 

 

  BAB II 

PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN 

 

Pasal 2 

Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran. 

 

  Pasal 3 

Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik. 

 

 

 



  BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh 

Kepala Kantor Pengelolaan Data dan Informasi Telematika 

(KAPEDITEL) Kabupaten Pekalongan. 

 

  Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan. 

 

 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal   27 September 2007                        

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

Ttd. 

 

SITI QOMARIYAH 

 

Diundangkan di Kajen 

pada tanggal 27 September 2007 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

ttd 

ABDUL CHAMID 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2007 

NOMOR 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALINAN 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR  35 TAHUN 2007 

 

T E N TANG 

 

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PEKALONGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan 

administrasi pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten 

Pekalongan perlu adanya pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman 

Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2964); 

 

 

 

 



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota 

Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3381); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan 

Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3151); 

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

Undangan; 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur 

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pekalongan 

(Lembaran Daerah  Kabupaten  Pekalongan  Tahun 2004  

Nomor 8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pekalongan Nomor 3); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri. 

 

 

 MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN 

POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN. 

 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud  dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiama dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

5. Arsip adalah : 

a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-

Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintah dalam bentuk 

dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun 

berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pemerintahan. 



b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-Badan 

Swasta dan atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik 

dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. 

6. Kearsipan adalah kegiatan penyelenggaraan pengelolaan arsip 

dari masa penciptaan sampai dengan penyusutan dan pelestarian. 

7. Pedoman adalah ketentuan yang menjadi dasar dalam 

menentukan atau melaksanakan kegiatan. 

8. Klasifikasi adalah pembagian/pengelompokan arsip 

(record/surat) berdasarkan kesamaan jenis, permasalahan ataupun 

kegiatan. 

9. Pola Klasifikasi Kearsipan adalah susunan yang sistematis dari 

pengelompokan arsip yang dibuat berdasarkan atas 

kebutuhan/kepentingan organisasi. 

10. Pola Klasifikasi Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pekalongan 

merupakan kasifikasi yang disusun berdasarkan masalah yang 

mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan dari semua 

SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 

11. Kode adalah alat untuk mengenali masalah yang terkandung 

dalam arsip dan sebagai penentu letak arsip disimpan. 

 

  BAB II 

PEDOMAN POLA KLASIFIKASI KEARSIPAN 

 

Pasal 2 

Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Pekalongan berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran. 

 

  Pasal 3 

Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, meliputi materi kode-kode dalam bentuk numerik. 

 

 

 



  BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 4 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 

menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh 

Kepala Kantor Pengelolaan Data dan Informasi Telematika 

(KAPEDITEL) Kabupaten Pekalongan. 

 

  Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pekalongan. 

 

Ditetapkan di Kajen 

pada tanggal   27 September 2007                        

 

BUPATI PEKALONGAN, 

Ttd. 

SITI QOMARIYAH 

 

Diundangkan di Kajen 

pada tanggal 27 September 2007 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN 

Ttd. 

ABDOEL CHAMID 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2007 

NOMOR 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


